
PEMERINTAH I{ABUPATEN WONOGIRI
DINAS SOSIAL

Jalan dr. Cipto II Nomor 10 Wonogiri 576L2
Telepon (A273 ) 321018 Faksimlle (0273 ) 3210i8

W ebsite www. dinsos.wonogirikab. go. id Ernail dinso @wono girikab. go. id

Menimbang

Mengingat : a.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIzu

: a. bahg,a untuk meurujudkan kcpastian tentang hak, tanggung
jarxrab, kew-ajiban dan keu.'enangan selur-uh pihak terkait
dalam pr:n1'elenggaraan pelavanan publik dan dalam rangka
meu,'r-rjuiikan sistem peny-eienggaraan pemerintahan sesuai
dengan asas-asas umum pen3,€:lgrggaraan pemerintahan
J-ang i:aik, maka. periu ditetatrrkan standar pelayanan;

b. bahr,va untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
seLragai acuan ukuran kinerja pelayanan sebagairnana
ciimaksud huruf a maka periu ditetapkan Keputusan i(epala
Dinas Sosial tentang Standar Pelayanan.

b.

Undang Undang Republik In<lonesia Nomor 25 Tahun 2AA9
tentang Pclayanan Pubiik (Lembaran Negara Republik
Indonesra Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nt;mor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAL+ tentang
Pemeriniahan Daerah ( Lernbi-rran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 24+, Tamhahan Lemtraran liegara
Republik indonesia Nomor 5387), sebagaimana teiah diubah
dengan UnCerng-IJndang I'{omor 1 Tahr-rn 2022 tentang
HuL:ungan I(euangan anti..ra Pemerintah Pusat dan
Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbatar. Negara Republik
Inclonesra Nomor 67 57):

PeraturrLn Femerintah Republik Indonesia Nomar 96 Tahun
2A12 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ?5 Tahun
2009 tentang Pelavanan Pubiik (Lembaran Negara Republik
Indones,a Tahun 2Oi2 Non:clr 215, Taml:ahan Lernbaran
Negar-a }iepublik Indonesia l{omor 5357);

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 2A14 tentang
Standar Pelayanart;

e. Feraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KaLrupaten Wonogiri (Lemharal Daera}. Kabupaten'V/onogiri
Tahun 2A16 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

C.



Menetapkan

KESATU

KtrDUA

KETIGA

KEEMPAT

f. Peraturan Bupati Wonogiri Namor 91 Tahun 2AL6 tentang
penjabaran Tugas Pokok da,a, Fungsi Dinas sosial
Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Stanclar Pela-vanan pada Dinas Sosial Kabupaten Wr-rnogiri

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ttri.

stand.ar pela3,anan pada Dinas sosial sebagaimana dalam
Diktum KESATU meliputi 10 iSepuiuh) Peiayanan vaitu:

U suLan/ReaktivasilPenghapusan/ Pengalihan PBi JK'
Lariirttan bagi Korban Belicana Alam/ Bencana Sosiai'
Pencrbitan Tanda Daftari Tanda Daftar Ulang LKST'f)rsos
Di Eidang Usaha Kesejahteraan Sosiai'
Penr; r trita n lzir't Pen gump uLlan Uang ata1l B arang'
Pen'redian Jasa pemakaman PGOT dan Keiayan panti
Jompo.

6. Pemberian Layanan Rujukan.
7 . Permohonan Izin Pengangkatan Anak (ADOPSU.
8. Pengiriman Anak Terlantar Ke Panti Scsial.
9. Permohonan Informasi Pubrlik-
10. Pengaduan Mas3rarakat.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan aleh petugas/pelaksana Dinas Sosiai
I{abupaten Wonogiri dan setragai kriteria penilaian kinerja
pelayanan oleh prmpinan organisasi penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam perryelenggaraan
pelayanan puhlik.

Keputusan ini rnuiai trerlakrr sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tan<gal 31 Januari 2A23

L.
2.
a

4.
q

(

DI}IAS SOSIAL
3trN V/ONOGIRI



I-AMPI|{AN 1

KEPUTI.,T SAN I(EPALA DI}TAS
SOSIAT, I'ABUPATEN WONOGIRI
NOMOII 23 TAHUN 2023
TENTAI'IG STANDAR PELAYANA}I

STANDAR PELAYANAN
USULAN / REAKTIVAS I / PENGHAPUSAN / PENGALIHAN PBI - JK

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

PEI{YAMPAIAN PELAYANAI\

Surat Keterzurgan dari desa/kelurahan
sesuai dengan format baku d.ari Dinas
Sosial Kab. Wonogiri yang diketahui camat
Fotokopi KTP dan KK
Rekam medis/surat keterangan dokter
rumah sakit (bagr warga penderita penyakit
kronis)
Surat Pernyataan pengunduran diri dari
kepesertaan PBI PBPU BP PEMDA (APBD)
bermaterai 10.000

1I.

2.
3.

4.

1. Pemohon mengajukan usulan:/ reaktivasil
penghapusanl peng-alihan PBI-JK

2. Petugas melakukan input data untuk
pengusulan \Marga penderita penyakit
kronis atau reaktivasi bagi warga penerima
PBI-JK ].ang tidak aktif kurang dari 5 bulan

3. Tim verilikasi melakukan pengecekan pada
usulan warga dan
menyampaikan kepada pimpinan untuk
mendapatkan persetujuan

4- Pimpinan memberikan persetujuan pada
usulan PBi-JK, kemudian berkas
dikemba-likan lagi ke petugas

5. Petugas memberikan nomor register dan
menyampaikan usulan PBI-JK ke Dinas
Kesehatan dan BPJS Kesehatan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1O Menit
Tidak dipr,rnsLlt biava / Eratis
Usuian bagi warga penderita penyakit kronisl
reaktivasi/ peng-hapusan / pengalihan penerima

Produk Peial.anan

Penanganan Pengadttan,
Saran dan Masukan

1. Pengaduan, s€lr€Ln, dan masukan d.apat
disampaikan secara langsung maupun
rneialui chat WA ke nomor pelayanan PBI-
JK Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (0822
4791 99431.

2. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang
Perlinclungirn clan Jaminan Sosial.

PEN t] E LO L,{41'l PE LAYANAi\i
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

teatang Pembentukan Daerah-d.aerah
Kabupaten Dalam L.ingkungan Propinsi
Dja":-'a Tenga-ie itrerii*- Negara Repubiik
ind*$esia Tahun E'+5C H+mor 42);

Dasar Hukum

bantuan iuran iaminan Kesehatan



) Undang-Urrlang Nomor 40 Tahun 2AA4
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lemharan liegara Republik Indonesia
Tahun 2Ar)4 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 445{l:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kt'rnentrian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166. Tambahan (Lembarair l{egera
Republik Inelonesia) irtromor 49 16);
Undang-UnCang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lenibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan tembaran )Jegara
Republik Indonesia Nomor a967\;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2077
t.entang irenanganan Fakir Miskin
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 20 i 1 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 523:;i;
Undang-UnCang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Peinerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nornor 21+. Tarnbahan Lembaran I\egara
Republik incionesia Nomor 5587)
sehagaimar";a telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang f,iomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Incionesia Tahun 2420
l$ornor 145, Tambahan Lemtrara.n Negar;r
Repui:lik Indonesia Nomor 6573i;
Peraturan Pemerintah Nomcr 39 Tahun

Ĵ.

4.

6.

7.
2A12 tentang Fent eienggaraan
Kesejahteraan Sosiai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 52q4) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tal-lun
2072 tentang Penerima Bantuan Iuian
Jaminan Kesehatan (Lembaran f{egara
Republik lndonesia 2072 Nomor' 264,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5372) sebagaimana telah diubah
Cengan Peraturan Pemerintah Nomc;: 76
Tahun 2015 tentang Perubahar: Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2A12 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jarninan iiesehatan (Lemtraran Negara
Repubiik InConesia Tahun 20'12 Nomor
2) 6, T arnba han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5746);

9. Peraturan I'resiCen Nomor 82 Tahun 2018
tentang J;iminan Kesehatan (Lembaran
Negara Repu'blik Indonesia Tahun 2018
i'icinor i6.;i sei:agaima-na teiair .ilrib*-h
heoe::ap;a i-aii t+rakhir deirgar: Per':t-uran
F, r'.'=liiii-. + J T.: it iti: '2C2U i ci-!.i; Il-lH
ps 5 u.L-; ah a = Ke riu it .irr=+ F e ::aii-rr ri;= ? r e si a i:rr



fVo*o. 8? j-ahun 2018 tentang Jaminan 
I

aran Negara Repubiik 
i

020 Nomor 130); 
I

Sosial Nomor 08'fahun 
I

2Ol2 tenterng Pedoman d* 
i

Pengekrlaan Data Pen-v- salah j

i<esejahterailn Sosial d dan ]

Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Inclonesia Tahun 2AL2
Nomor 567).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 2A1,2 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
{Rerita NegrLra Repi*r'olik indonesia Tahun
2A1.2 Nomot" lO29\;
Peraturan h,tenteri Sosial Nornor 21 Tahnn
2019 tentartg Persvaratan dan Tata Cara
PeruhaLran Data Penerirna Bantuan Iuran
.Iaminan Kesetratan (Berita I{egara
Repubiik Indonesia Tahun 2079 Nomcr
1s+2);

10.

11

IZ

2. Sarana dan Prasarana 1. Ruang Pusat Kesejatrteraan Sosial Sistem
Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-
SLRT)

2. Buku tamu
3. Seperangkat PC
4. Jaringan telepon dan internet
5. ID Card Petugas
6. Kursi dan sarana tunggu lain

a\). Kompetensi Peiaksana 1. Lulusan SMA/S 1

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman
terkait pelayanan

3. Mempunyai kemampan dalam menerima
dan komunikasi verbal yang baik

4. Rarnah dan sopan
+. Peganvasan internal Pengau'asan Lnternal ciiiakukan meiaiui

supervisi langsung secara berjenjang muiai dari
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Biclarng. Staf

5. .Jumlah Pelaksana 2 oranq
6. .-Iamina-n Pelalrsn2n Mas-varakat/pengguna merer-sa puas atas

pelavanan yang diberikan
7" Jaminan Keamanan dan

Ke selam atan Petra_vanan
PeLayanan kepada masyarakat diiakukan
secara transparan dan daPat
dipertanggungjawabkan berdasarkan
Peraturan Yang berlaku

8. Evaluasi Kinerj a Pelaksana Laporan evaluasi pelaksanaan tugas cian tungsi
di.sampaikan k.^pada atasan langsung atau
sekretaris dinas secara berkala

Dii{AS SOSIAL
.TEN WG}ICGIRI

LiSTlYAEli"ii



LAMPIRA}T 2
i(EPUTIJSAN KEPALA DINAS
SOSIAI, KABUPATEN WONOGIR1
NOMOF: 23 TAHUN 2023
TENTAN G STANDAR PELAYAI.IAN

STANDAR PELAYANAN
LAYANqN BAGI KORBAN BENCANA ALAnrIl BENCAITIA SOSIAL

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1" Persyaratan Laporan Asesmen dari Desa/ Kelurahanyang

terdampak bencana diketahui Kecamatan"
Yang didalamnya memuat kronologi, dan
dokurnentasi foto yang terdampak bencana,
KTP dan KK Korban Bencana.

1.

2.
2. Sistem, mekanisme, dan

prosedur
1. Laporan masuk diterima oleh petugas.
2. Petugas memeriksa kelengkapan dckumen

laporan.
3. Berkas naik ke Kepala Dinas Sosial dan

diberikan disposisi ke Bidang Linjamsos.
4. BiCang Linjamsos memverifikasi dan

mengindentifi.kasi korban bencana untuk
acu-an pemberian logistik ataupun
pendampingan korban.

5. Petugas menyiapkan iogistik sesuai dengan
kondisi darr kebutuhan korban bencana
dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan
Bantuan Bencana.

6. Petugas melakukan penyerahan bantuan
loeistik dan dokumentasi penyerahan.

-l.1. Jangka r,l'aktu pelayanan fo{aksirnaT 7 h.art kerja
4. Biayaltarif Tirlak dipungut biava/ Gratis

Produk pela-l-s11sn Bantuan logistik bencana dan dukungan
psikososial

6. Penanganan pengaduan,
sara-n dan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPOR
3. Face book

(@Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri)
4. Instagram @dinsos-wonogiri)
5. Telepon/Fax (A273\ 32 1018

PEi\ GELOLAAN PELAYANAN
l. Dasar hukurrr 1. Undang-Undang Nomor 24 T'ahun 2AOT

Tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran negara Repr-rblik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a723|;

2. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
Tantang Pembagian Urusan Pernerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi elan Perrrerirrtah Daeral-
Kabupatenf Kota;

3" Peratur*rr Pemerintatr Nontor 21 Tahun 2OO8

Tent+:tg Pe:tyeiengga;:aa* Pen*rrggrnla-ngan
Bencana;



Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahuri 2008
Tentang Pc,ndanaan dan Pengelotraan
Bencana,
Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2008
Tentang Peran serta Lembaga Internarsionai
dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam
Penanggulairgan B encana:
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
Peraturan Menteri Sosial Reputrlik Indonesia
Nomor 9 tahun 2018 tentang standar tekrris
pelaSranan diisar pada standar pela.vanan
minimal bidang sosial di daerah provinsi dan
di daerah kai-rupatcnf kota.
Feraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 20i8
tentang Stanclar Pelavanan Vlinimal
(Lernbaran N e' gara Repr-ihrl ik Indon e s i a Tairun
2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61781;

2. Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan printer;
3. Alat dokumentasi;
4. Sarana transportasi"

).). Kompetensi peiaksana 1. Pendidikal minimal SMA sederqiat
2- Telah mengikuti pelatihan manqjemen

logistik bencana / rnemahami
penatausahaan barang logistik bencana;

3. Memahami regulasi tentang standar
pelalranan iogistik bencana;

4. Mampu berkornunikasi dan menjalin relasi
dengan baik;

5- Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas
persyaratan administrasi;

6. Mampu mer{rusun laporan hasil kegiatan
penyaluran.

A
'f. Pengarvasan internal

2.

1. Dilaksanakai-r secara berjenjang mulai dari
Kepala Bidang Perlindungan dan Jarninan
SosiaL iringga Kepala Dinas;
Sistern pela.poran kr=giatan penvalurart
logistik dilakukan setiap kali selesai
pelaksanaan kegiatan"

Jumlah pelaksana Minimirl 3 Orang

6. Jaminan peia3ranan 1" Pelayanan ba.gi korhan bencana alarn/
bencana sosial dilaksanakan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
norma waktu yaflg telah ditetapkan;

2. Peaentua-n jenis, jumlah logistik dan
Culc;ngan psikososiai adalah sesuai dengan
hasil asesmen lapangan.

7 Jarninan kearnanan dan
kes elarnatan p elalranaii

t Pelayanan hagi korban hencana alarnf
be-acana sosial akrrntabel dan transparan;

2" FeEayane-ra bagl F:crbasl 'rei:reana ai=m/-benca;:a sc=ial diia-ksanakan denga*
r:rranajee:.er:. gurlaEg =yaEE 

'uaik da:: ba:'a::g
-i:antuan yan g le--r.'a.]s;

4.

5.

7.

8.



3. Data dan informasi penerima manfaat
terjaga kerahasialnya.

8. Evaluasi kinerja pelaksarrra 1. Evaiuasi pelavanan b,agi korban bencana
alaml bencana sosial dilaksanakan setiap 3
(tiga) bulan;

2. Laporan evaluasi pelavanan "oagi korkian
trencana aiainl bencana sosial dilakukarr.
berjenjang mr-rlai Cari Kepaia Ridang
Periindungan dan Jaminan Sosial hingga
Kepala Dinas;

DINAS SOSIAL
N WONOGIRI

LiSTIYARINI



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYAI{AN
PENERBITAN TANDA DAFTAR/TANDA DAFTAR ULANG LKS/OR.SOS DI

BIDANG USATIA KESE.IAHTERAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL I{ABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan a. Bagi LKS/Orsos berbadan hukum

1 . Fotokopi akte pendirian LKS/ Orsos
berupa aktt: notaris

2. Fotokopi I'engesahan sebagai Yayasan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan
F{AM.

3, Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD-ART)

4. Memiliki program dan kegiatan pela_vanan
di bidang penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

5" Susunan Pengurus
6. Fotokopi identitas Pe.ngurus (KTP)

7. Daftar Narna dan Identitas Kelayan
8. Pas Foto Pengurus Ukr-rran 3 x 4 cm
9. Pas Foto Kelayan ukuran 3 x 4 cm
10. Memiiiki alat sekretariat LKS/Orsos yang

jelas dan tepat ( Foto Papan nama, Foto
bangunan kantor/ Gedung dan Foto
Iiegiatan)

i1. Fotokopi rjin domisili LKS/Orsos )ra11g

diterbitkan oleh pemerintah
dc:sa/ kelur.ihan seiempat.

12. Fotokopi Ncmor pokokwajib pajak (NPWP).

13, Memiliki rekening bank atas nama
LKSi Orsos.

14. Memiliki Rrkomendasi Bupati (LKS/Orsos
Baru ) dan Rekomendasi LI{KS Kabi-rpaten
Wonogiri

b. Bagi LKS/Orsos tidak berbadan hukum
1. Fotokopi al{ta pendirian LKS/Orsos yang

iertulis daiam bentuk nota keseparkatan
anggota, alas surat kepuiusan auggota,
atau surat keputusan clanf atau surat
pengukuhan dari pejabat pemerintah
seterrrpat-

2. F-otokopi arrggaran dasar/peraturan Casar
LKS I (lrsos l,'24fl tertr-: li s-

*: i ,;i ,:i;l,I]: ::i-l ',-l^';!" Li i rii"'1.r1:,:S;:;\i '-i,r i;
pr-=:soE+1 j:=-:J---.1=-ur'=*:-=i=i.-i,;;r{jrsc=.



4. Memiiiki program dan kegiatan pelayanan
dibidang penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

5. Merniliki alat sekretariat LKS/Orsos y61ng
jelas dan tepat ( Foto Papan Nama, Foto
bangunan kantor/ Gedung dan Foto
Kegiatan)

6 Fotokopi surat keterangan tentang
keberadaan LKS/Orsos dari pemerintah
desa/ kelurirhan setempat.

V. Fotokopi identitas Pengurus (KTP)
8. Daftar Nan'ia dan Identitzrs Kela_1-an

9. Pas Foto Pcngurus Ukuran 3 x 4 cm
10. Pas Fotr: Kt'layan ukuran 3 x 4 crn
1 1. Memiliki Rekomendasi Bupati l3upati

{LKS/Orso,s Baru ) dan Rekomendasi
LI{KS Kabupaten.

c. Ketentuan Lain :

(1) Pendaltartrn LKST'(Jrsos
Pendaftaran hanS'a dilakukan satu kali"
Apabila terjadi perurbahan _\rang berkaitan
dengan pt:ngisian data pada formulir
penciaftaran, maka pengurus LKS/ Orsos
u'ajib memberitahukan kepada
Instansi/dinas sosial setempat agar dapat
dilakukan peruirahan atau pemutakhiran
data.

(21 Lemhaga KesejahteraaR Sosial
7i Organisasi Sosiali Yayasan 

"vangbersangku',an lr.ajib mendaftar ulang
setiap 3 {tigai tahun sekali, dan cliu,ajibkan
memperbarui permohonern
pendaftararrnya kemkrali apabiia rxasa
r,,'aktu yanl{ ditentukan telah be::akhir.

{3} Formulir Penclaftaran LKS/Orsos
Pendaftran LKS/ Orsos han3ra
menggunakan satu format formulir
pendaltaran

o <1anSistem, mekanisrne,
prosedur

1.

2.

3

4.

Pemohon menyerahkan forrnulir
pendaftaran Lembaga Kesejahteraan
Sosial ]'ang telah diisi beserta
kelengkapannya.
Staf Dayasos mencatat atau meregister
Forrnulir Pendaftaran Lembaga
Kesej airter.larr Sosial
Staf Dar asos memeriksa kelengkapan
persyaratan administrasi, ve rifikasi
faktual dan menverahkannlra keparia Sub
Koordinator Pemberdayaan Sosial
Sub Koor-dinator men-viapkan bahan
Rekomenclasi, Draf Tanda Daftar i'Tanda.
Daftar U tang LKS Kabupaten dan
rnenyerahkannya kepada Iiepala Bidang
Pemt-rercla\, a-a!l elan Rehabilitasi S+sial
)"j!rtLlk dle, r.;.,r- ,ien .-1ip=:';i
i{ a i: i ii i'r'I cr: i e rik s a i: ar it..: r= r-= kc ::r eti a - .= i,i lin
Iirai 'I=nii= *r;itar LKS K=-L,:=atr;1.
a *,e.r ile'+ c j u : ii -* 

e -e r- ii ik+li:=D 
=' 
ltkia:; s= S'*:-i:



Koordirtat*r Pemberdayaan Sosial untuk
diperbaiki, apabila benar diparaf untuk
diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial
dan ditetapkal

6. Kepaia Dinas Sosia-L menandatangani
Tanda Daftar I Tanda Daftar Ulang LKS

7. Staf Dayasos memtrerikan Nomor dan
Agenda

8. Menyarnpaikan dan menyimpan arsip
Tanda Daftarl Tanda Daftar U1ang LKS
kepada LKS /Orsos Pemohon.

3. J angka "raktu pela-vanan Penyampaian hasil pendaftaran dan Daftar
Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan
Organisasi Sosial ( Orsos ) yang bergerak di
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial selambat-
iambatnya L4 hari setelah berkas lengkap dan
benar diterima.

4. Biava/tarif Tidak dipunsut riaya/ sratis
5. Produk pelayanan Tanda Daftar LKS/Orsos ataLr Tanda

Dafiar ljians LKS / 0rsos
6. Penanganan pengaduan.

saran rtan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yaflg disediakal:
i. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPCR
3- Face book @Dinas Sosial Kabupaten

Wonogiri)
4. Instagram @dinsos_rxronogiri)
5. Telepon/Fax (0273) 321018

PENGELOLAAN PELAYANA}{
1. Dasar hukum 1. Undang Nomor 11 Tahun 2AA9 tr:ntang

Kesejahteriian Sosial
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahuir 2013
tentang Or qanisasi Kemasyarakatan ;

Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahurt 2AO4
tentang perubahan atas Undang-Undang
RI lJornor I 6 Tahun 2001 tentang Yayasai-l
Undang-Undang Nnmor 23 Tahun ZAH
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2fi14
Nomor 244, Tarni:rahan Lembaran Negara
Repuk;iik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah cliubah dengan
Peraturan Pernerintah Penggant.i Undang-
LTndang Nomor 2 Tahun 2A22 tenrang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Rcpublik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Re publik
lndonesia Ncmor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 teniang keu"enangan Pemcrintah
Provinsi. Iiahupatenf Kota;
Per-.aturar; Pemerintah Nomor 39 Tahun

"*\2
ieletang Fenyelenggaraan

K*sejahteraae $c+iai
Feraturan E4enteri Fiegara Fendavagurraan
Aparatir Negara Fiarncr 35 Tahurt 2*L2

2_

-o.

4.



tentang Pt'doman Penvusunan Standar
Operasionai Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintalliur

B. Peraturan Menteri Sosial RI Nomcr 184
Tahun 201 1 tentang Lembaga
Kesejahteri-ran So sial.
Peraturan h,tenteri Sosial RI Nomor 22
Tahun 20',6 tentang Slandar Nasional
Lembaga Kesejahteraan Sosial,
Peraturan i)aerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kalrupaten Wonogiri ;

Peraturan I)aerah Kab. Wonogiri Nomor l-3
tahun 2016 tentang Pembentukan cian
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri (l-emkraran Daerah Kaburpaten
Wonogiri tahun 2016 Nomcr 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 155).

9.

10.

11.

c Sarana dan prasarana,
da-n/atau fasilitas

a. Ruang Pelayanan
tr. Mushola
c. Kamar mandi
d. Ruang Lai<tasi
e. Ruang tunggu
f. Tempat Parkir
g. Fasilitas Difabel yang terdiri dari :

- jalur iandai dan pegangan rambat
- pintu masrlk dan keluar yang mudah

diakses
- kursi dan ruang tunggu prioritas

h. Perpustakaanl Ruang Baca
i. Tempat Display Produk UMKM
j. Komputer

2 Kompetensi peiaksana a. Iiepala Dinas Sosial : 51 sefillla jurusan
diutamakan 52 Manajeme n/ 52 Ilmr-r
Hukum/32 Magister Adm.Publik/S2 yanei
serumpun;

b" Kepaia kridang Dayarehsos r S1 semua
juiusan.

c. Koordinator Pemberdalraan Sosial S1 sernura
jurusan,

d. Verifikator Berkas Permohonan }-trak : DIII
biCang Manajemen/Akuntansi/Scsial dan
PolitiklPemer-intahan atau bidang lain yang
relevan dengan turgas jabatan.

4. Pengar.vasan internal a. Pengarvasan dilaksanakan secara
berjenjang r.rieh atasan langsi-rng hingga
kepala dinas

h. Pengendalain dilakukan oieh sistern
pengendaliar intern pemerintah (SPIPj

5 .,rurn1ah pelaksana 2irtuaJoratrg

,. 1at;lr;:;rr: p*iir'. e,:1.a:r a. Adanva ke-pastia:r persyaratarr, prosed'*rr"

IlreEes: =.vaJctu., biaya, <iarr dici'r-rkur:g oieh
Suinber ilava F,{ar=risia veng herk*rrpetensi



di bidang masing-masing sesuai dengan
T\rgas dan FungsiJabatan

b. Adanya jaminan pemberian pelayanan
perizinan dan nonperizinan kepada
masyarakat dengan adil, akuntabel, dan
transparall

c. Bebas KKN
7. Jaminan keamanan rlan

ke s e lamatan p e la-vanan
a. Dokumen Tanda Daftar /Tanda Daftar Ulang

LKSlOrsos disertai tanda tangan elektronik
b. Terdapat Tabung Pemadam Api (APAR)
c. Terdapat jalur evakuasi bencana.

a Evaiuasi kinerj a pelaksal ta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei
kepuasan masyarakat (SKM) dengan
rnekanisme sebagai berikut:
1. Setiap pemohon yaflg telah mengurus izin

dan produk hasil layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi kuesioner survei
kepuasan masyarakat (SKM.

2. Rekapitr.rlasi data laporan hasii Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil
indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada
aplikasi survei kepuasan masyarakat
(sKM).

3. Analisi.s data survei kepuasan masyarakat
(SKM) dalam pemi:uatan Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat {SKM) setiap
semester.



LAnilPIRAll 4
KEPUTI SAN KEPALA DII{AS
SO SIAL }LA.BUPATEN WONOGIRI
NOMCR 23 TAHLTN 2023
,I.ET\TTAN G STANDAR PELAYANAN

STANDAR PETAYANAN
PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIR.I

NO KOMPONEN URAIAN

PENYANTPAIAN PELAYANAN
1" Persyaratan 1. Surat tanda daftar Organisasi

Kerrrasyarakatan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusart pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia;

2- Surat keterangan domisiii atau nomor
induk berusaha;

3. SK kepanitiaan/Surat Pennbentukan
Faeitia :-:ntrrk peeyelenggara panitia
insideatial;

4- N+itr*r P*kok Wajib Pajak (NPWP);

5- Bukti setor pajak hunti daa hangunan I
sr:rat selsa terepai;

6- I$oraor rekerring atam wadah/tempat
penarilprmg hasil pea5'elenggaraan PUB;

7" Kartu Tancia Pendudtlk direkturlketua;
8. Sr.xrat pernyataan keabsahan dokumen

lega-Eitas yarrg
direHr.:rlketua;

ditandatangani

9- Surat pernyataan bermeterai cukup yaflg
merr3ratakan PUB tidak disahrrkan untuk
kegiata:r radikalisme, terorisrne, dan
kegiatan
hukum;

-\.ang bertentangan cLengan

1O. Tanda dafta-r Lembaga Kesejahteraan Sosial
bagi l,embaga Kesejahteraan Sosial;

Selain persyaratan pemohon harus
menyiapkan:
a- Proposal yarrg memuat hal-hal sebagai

i:erikut:
1. Nama dal alamat pen;reienggara;
2. Susunan pengurus penyelenggara;
3. Maksud dan tujuan pengumpulan uang

dan/atau barang;
4. Jangka waktu dan cara

menyelenggarakannya;
5. Lr.rao rarilayah penyelen66a.raarr.

pengumpulan uang dan/atau harang;
dan

6. eega p*nyalurarr ue.ng d*n/aiau baran:.g

:yar1g dipera,ieh.



b. Contoh iklan /promosi yang tidak
bertentangarr dengan nilai-nilai
kemanusia*:r. {Bila ada)

2. Sistem, mekanisme. dan
prosed.ur

Petugas la-veinan menerima proposal dan
berkas permohorran lzin Pengumpr"rlan
Uang atau Earang.

Petugas la-.,.i: nan memeriksa kelengkapan
berkas sesuai persyaratan Apabila acla
kekurangan berkas maka dokumen akan
riikembaiikan ke pemohon untuk
dile.ngkapi atau diiakukan perbaikan E:leh

pemohon"

Apabiiae clokrrmen teiah lengkap pemchcn
diberikan tanda terima pendaftaran ) ang
herfungsi scbagai tanda penghitungarl
jangka lvaktu pelayanan dimulai.

Apabila mel-nenlrhi syarat, maka Birlang
Davarehsos Inen_-\'ttsun konsep surai izin
Bupati Won,-rgiri Cq. Kepatra Dinas Sosial.

Selanjutnya berkas dinaikkan kepada
Kepala Dinas Sosial untuk
ditand.atangani.

Petugas lavirnan memberikan Surat lzin
PUB 1,'ang telah ditand.atangani kepada
pemohon.

Pemohon Capat mengambil dokumen izin
Pengumplll:rn Uang ataLl Barang cii Dinas
Sosial Kai:r-rpaten Wonogiri secal:a
mandiri.

1.

2.

-.]. Jangka w'aktu pelat,ar at, Jangka r.rraktu dalam proses berkas diterima
s/d penerbitan Izin Pengumpuian Uang Atau
Barang (PUBI rnaksimai 12 hari kerja se.jak
tanggal diterimernya berkas permohcnan secara
lenskaB dan benar dalam kondisi n,rrrnal

4. Biavai tarif Tidak dipunsul biava/sratis
5. Produk pelal'anan izin Pengumpul;rn Uang Atau Barang (PUB)

6. Penanganan pengaduan.
saran dan
masukan/ apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
],. Kotak SaranfPengaduan
2, SP4N LAPOR
3. Face book @Dinas Sosial Kabupaten

Wonogiri)
4. Instagram @dinsos_wonogiri)
5. Teiepon/Fax (O273j 321018

7. Masa Berlaku Prociuk

La5,3nrt,

Jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat
diperpanjaag L ka-li untuk jangka waktu 1

hutran,

8. Waktu Pela,va-rnan Senin - Kamis: O8.O0 -15.CI0
Jum'at: 06.00 - 11.00

Ptri\ GELG L,+,AIE FELA-iAI+ A};
1
-f. *ar,:--.r= i:uku=: i, U*daag-Undaeg Ncc*+r q Tahucl 1gtoi

tentang Fen*rmpulan -Uang clan Ear:amg

4"

6.

v.



2.

2

Undang-Uredang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan So sial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerint alnan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tatnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Penggareti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta
Kerja {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2A22 Nomor 238, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
198O tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Surntrangan
Peraturan Pemerintah Nomor It:
Tahun 2Ot5 tentang Tata Cara
Pengumpul:ln Dan Penggunaan
Sumbangan Masyarakat Bagi Penang-
artarL Fakir Miskin
Permensos Nomor 8 Tahun 2OZI
TentalgPenyelenggaraan Pengumpulan
Uang atau Barang
Peratura:r Daerah Kahupaten Wonogiri Nomor
13 tahun 2GL6 tentang PemLrentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri tahun 2A16 Nomor 22, Tambahan
Lembara-n Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 156).

2. Sarana dan prasararLa,
cian/atau fasilitas

a. Ruang Pelayanan
b. Mushola
c. Kamar mandi
d. Ruang Laktasi
e. Ruang tunggu
t. Tempat Parkir
g. Fasiiitas Difahei yang terdiri dari :

- jalur iandai dan pegangan rambat
- pintu masuk dan keluar yalrg mudah

diakses
- kursi dan ruang tunggu prioritas

h. Perpustakaa:r/ Ruarg Baca
i- Tenepat Dispiay Produk UMKM
j. Komputer

a
J. Kompetensi peiaksana a. Kepaia Dinas Sosial : 31 semua jurusan

diutamakan 32 Manajemen/ 52 limu
F{r.rkum/S2 Magister Adm.Publik/52 yang
serurnpun;

b. Kepala bidang Dayarehsos : 51 semua
JLrrusarr

c" Ksordinator Pem'nerdayaan Sosial 51
selEua ji:r-Jsart

d. l"eri€ketsr Berka+ Perrnclhena:: Eiek ; EIil
=*idang Manai eme.re.i Ak-*t-ut ar:**i :' Sc*iai dat:



Politik/Pemerint.ahan atau bidang iain yang
relevan dengan tugas jabatan

4. Pengaw'asan internal a. Pengawasan dilaksanakan secara
berjenjang t:leh atasan langsung hingga
kepala dinas

b. Pengendalairr d.ilakukan oleh sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Jumiah pelaksatra 2(dua)orang

6. Jaminan pelayanan i. AOanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya, dan didukung oleh
Sumber Daya Nlanusia yang berkompetensi
di bidang masing-masing sesuai dengan
Tugas dan FungsiJabatan

b. Adanya jaminan pemberial pelayanan
perizrnan dan nonperizinan kepada
masyarakat dengan adil, akuntabel, dan
transpara:r

c. Bebas KKN
7. Jaminan keamanan dan

keseiamatan pela5;anan.
lJokumen lzirt Pengur:-rpulan Uang atar-r

Barang di-qertai tanda tangan elektronik
Terdapat Tabung Pemadam Api (APAR)
Terdapat jal lir evakuasi krencana

B. Evaluasi kinerja pelaksana Surat Kepuasan Masyarakat (SKM)

Evaluasi kinerja diiakukan melaiui survei
kepuasan masyarakat (SKM) dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. Setiap pemohon yang telah mengurus izin

dan produk hasil layanan dikeluarkan
diu,ajitrkan mengisi kuesioner survei
kepuasan masyarakat (SKM.

2. Rekapitulasi data laporan hasil Survei
Kepuasa-n Masyarakat (SKM) dan hasil
indeks kepuasan rnasyarakat (IKM) pada
aplikasi survei kepuasan masyarakat
(sKM).

3. Analisis data survei kepuasan mas3rarakat
(SKM) dalam pembuatan Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap
semester.

DINAS SOSIAL
N WONOGIRI

STIYARINI



I,AN{PIR,A.i\ 5
I{EPUTI J SAN KEPALA DINAS
SO SIAI. KABUPATEN WONOC|IRI
NOMCF] 23 TAHUI\ 2023
TENTAI\G STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
PENYEDIA.A.N JASA PEMAK-&MAtr'I PGOT I}AN KELAYAN PASETI JONIPO

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

FEN'YAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan 1- Persyaratan Teknis

a. Calon penerima manfaat adalah
Desa/Kelurahan atau Panti Sosial dan
Rumah Sakit di KaLrupaten Woncgiri yang
hertanggungjawabr atas penerimaan jasa
pemakaman PGOT atau warga panti;

2. Persyaratan Administrasi
a. Surat laporan dari Desa/Kelurahan,

Kecamatan, Panti Sosial tentang PGOT
atau warga panti yeng meninggal;

b. Surat permohonan bantuan biaya
pemakaman.

c. Fotokopi KK dan KTP apabila memiliki.

2. Sistem, mekanisme, dan
proseclur

1. Laporan dari masyarakat atau panti diterima
oleh petugas.

2. Petugas MeiaksaLakan identivikasi laporan
dan pengecekan kelengkapan berkas.

3. Petugas melaksanakan survey ke lokasi yang
dilaporkan masyarakat atau panti ;

4- Petugas rnelaksanakan koordinasi dengan
lnstansi terkait dilakukan identif,rkasi;

5. Melaksanakan ad.ministrasi pemakaman;

-.J. Jangka r.l,aktu pelal,anat i Jangka waktu yang diperlukan dalam proses
pelayanan penerirnaan calon penerima malfaat
adalah 1 Hari.

+. Bia,valtaril Tidak dipungui biaya,rtarif.

5. Produk pelal,snrr-t Bar-ituan biaya i:emakaman
6. Penanganan pengaduan,

saran dan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPOR
3. Face book @Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri
4. instagram @dinsos_wonogiri
5. Tetrepon/Fax {A273} 321018

PENGELOLAAN PELAYANA}i
7" Dasar hukum 1. UU No. 25 Th. 2AAg tentang Pelayanan

Prrblik;
2. Undang - und.ang Nomor 77 Tahun 2AAg

terttang kesejahteraan sosial (Lembaran
Neg*::a Republik ind*nesia- Tahun 

=#+AN+l=r*r ! i, Tamhahan i-*nti:arar: Ffcgara
H+pubrik lad*ree=ia Nasnerr +947}



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2A16
tentang Penf irndang Disabilitas

4. Peraturan Pt:merintah Nomor 39 Tahun
2012 ten tang
Kesejahteraalr Sosiai

Pen-velengaraan

5. Peraturan Daerah Kabupaten \,Vonogiri No,8
Tahun 2Q13 tentang Keseterraan dan
Pemberdayaan Difabel

5. Peratu.ran Bupati No 73 tahun 2OI4 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wr:nogiri Nomor 8 Tahun 2013
tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan
Difahel;

7. Peraturan P<:merintah Nomor q6 Tahun
2072 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
l(omor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Puhrlik;

8. Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 20i8
tentang Stantiar Felayanan Minimal;

9. Peraturan Daerah Prcvinsi Janr.'a Tengah
Nomor 'lahun 2015 tentang
Perryelenggaraan Kesej ahteraan Sosial;

10. Peratural Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan
trublik;

2. Sarana dan prasarana.
danlatau fasilitas

1. Alat Tulis Kaltor;
2. Kornputer dan printer;
3. AIat dokumentasi;
4- Sarana transportasi.

J. Kompetensi pelaksana i. Pendidikan minimal SMA sederajat dan
memahami kritena PPKS PGOT;

2- Memaharni regtlLasi tentang standar
pelayanan penyediaan jasa pemakarnan
PGOT dan kelayan Panti Jompo;

3. Mampu mengoprasikan komputer;
4. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi

dengan baik;
5. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas

persyaratan administrasi;
6- Mampu menganalisis dan menentukan

kelayakan bahwa kelayan adalah benar-
benar PGOT atau warga panti;

7" Mampu rnenyLrsun laporan hasil kegiatan
bantuan pemakaman.

4. Periga'wasan internal 1. Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
Peksos yalg membidangi hingga Kepala
Dinas;

2. Sistem pelaporan kegiatan penerimaan
penerimaan jasa pemakaman PGOT
diiaksanakan 2 (dua) kali dalarn i (satu)
tahun.

3. Pengawasan internal dilaksanakan secara
berjenjang oleh Peksos yang memkridangi
dan Kepala Dinas;

D" Jurniah pelaksaaa Maksimal 2 iduai oraclg.



6.

7.

Jaminan peiayanan P"lry^r.a.t Pemberian bantuan biaya
pemakaman sesuai dengan Standar
Operasional Frosedur (SOP) clan norma
-waktu yang tc'lah ditetaPkan;
Penentr.ran kelal'akan penerima manfaat

-yang d.iterima berdasarkan pada kriteria
yang telah ciitetaPkan.

1.

2.

Jaminan keamanan dan
keselamatan peiavanan

f- P"l"y-"r- p"nerimaan bantuan penyediaan
jasa pemakaman yang akuntabel dan
transparal;

2. Penentuan kela5rakan {elijibilitas} penerima
bantuan dilakukan dengan transparan dan
netralitas;

8" Evaluasi kinerja pelaksana 1. L-aporan eva,luasi kinerja pelaksanaan
kegiatan penyediaan jasa pemakaman PGOT

dan kelayan panti disampaikan secara
berjenjang muiai dari Peksos yang
membridangi hingga KePala Dinas;

2. Secara berkala setiap 2 {dua} kali dalam 1

(satui tahun malrpun apabila diperlukan
sewaktu-waktu.

3. Laporan evaluasi kinerja penyediaan jasa
pemakamal PGOT dan kelayan Panti
disampaikan secara berjenja:rg mulai dai
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas;

\\TONOGIRI

i,ISTIYARINI



LAMPIRI\}'I 6
i{EPUTi.r SAN KEPALA DiNAS
SO SIAI, ICA.BUPATEN WONOGiRI
NCIVIOIT 23 TAHUN 2023
TEI.{TA]\ G STANDAR PEL,q,1'ANAN

STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN LAYANAN RUJU ILAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN $'ONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PETAYANAN
1- Persl'2141;,r-, 1. Persyaratan Teknis

kr. Calon pe*erima manfaat adalah
Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar
(PGOT) dan PenyanCang Disabilitas;

c. Laporan dari masyarakat, Desa/
Kelurahan, Kecamatan atau Kepolisial
(PotrseklPolres)

2. Persyarata.n Administrasi
d. Surat laporan dari Desa/ Kelurahan

Kecamatan, atam Kepolisian
{Polsek/Polres)

e" Surat permohonan rujukan.
f. Fotokopi KK dan KTP apabila memiliki.

2. Sistem, mekanisme, dan
prosedul

1. Laporan dari masyarakat Desa/ Kelurahan
kecamatan, atalr kepolisian (Poisek/Poires)
diterima oieh petugas.

2. Petugas melaksanakan identivikasil
laporan.

3. Petugas meiaksanakan survey ke lokasi
ca-lan penerima manfaat.

4" Pertugas melaksanakan koordinasi dengan
Instansi terkait Panti/Yayasan/Rumah
Sakitl Dinas Rujukan.

5. Melaksanakan adrninistrasi rujukan.

J. Ja:rgka rn aktu pelayanar: Jangka rvaktu yang diperlukan dalam proses
pelayanan penerirnaan calcn penerima manfaat
adalah 2 (duai Hari"

4. Bia5'a1i*.i1 Tidak dipr:.ngut tlriaya / tarlf .

5. Prcduk pelan,anan Surat rekornendasi rujukan dari Dinas Sosial
Kabupaten Wonogiri

6. Penanganarr. pellgaduan,
saran dan
masukanf apresiasr

Sarana pen gaduar-r yarrg disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2, SP4N LAPOR
3. Face book @Dinas Sosial Katrupaten Wonogiri
4. Instagram @dinsos_wonogiri
5. TetreponlFax tA27 31 32 1e18

PENGELOLAAN PELAYANAhi
1. Dasar hukurr 1" UU No- 25 Th. 2OO9 tentang Pelayanan

Pubiik;
2. Undang - undang Nontor 1 1 Tahun 2009

tc=tang kesejatrteraan scsial ilembaran
i{esara- Repubtrik trnderiesia Tahun 2OOg



Nomor 11, Tami:ahan Lembaran Negara
Repubiik Inctcnesia Nomor 4967)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penr andang Disabilitas
Peraturan f:'emerintah Nomor 39 Tahun
2012 tentang
Kesejahteraan Sosial

Penyelengaraan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No,8
Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan
Pemberdayaan Difabel
Peraturan Bupati No 73 tahr.ln 2O1+ tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturar: Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2Al3
tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan
Difabel;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2072 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan
Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Al8
tentang Standar Pelayanan Minirnal;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor fahun 20 15 tentang
Penyelenggaraan Kesej ahteraar Sosial;
Peraturan Daerah Pravinsi Janva Tengah
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan
Publik;

aJ.

4.

5.

6.

7_

8.

C)

10.

) Sarana dan prasarana,
d.anlataur fasiLitas

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan printer;
3. Alat dokumeetasi;
4. Saranatransportasi.

-.)" Kompetensi pelaksana 1" Pendidikan minimal SMA sederajat dan
memahami penerima manfaat yang bisa di
rujuk baik PGOT rnaupun difabel;

2. Memaharni regulasi tentang standar
pelayanan rujukan;

3. Mampu mengoprasikan komputer;
4. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi

dengan baik;
5. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas

persyaratal administrasi;
6. Mampu menganaiisis dan menentukan

kelayakan kelayan bisa di terima di instansi
rujukan;

7. Mampu menJnrsun laporan hasil kegiatan
rujukan.

4 Pengarnrasan internal 1. Dilaksanakan secara krerjenjang mulai dari
Peksos -yang memhidangi hingga Kepala
Dinas;

2. Sistem pelaporan kegiatan pemberian
layanan rujukan dilaksanakan 2 (dua) ka-li
dalam 1 {satu} tahun.

3- Peagaw-asan interna] diiaksanakan secara
trer.genjalg oieh Peksos yang membidalgi
da-n Kepala Dinas;

-a juinlah pelaksane 2 (Cuai orang.



6. Jaminan peJ.ayanan 1. Pelayanart Pcmberian layanan rujukan
sesuai dengan Standar Operasionai
Prosedur {SOP} dan norma waktu yang telah
ditetapka*;

2. Penentuan kelayakan penerima manfaat
yang diterima berdasarkan pada kriteria
yang tela.L ditetapkan.

v. Jami.nan kearnanan dan
keselamatan pelayaRan

1. Pelayanem Pemberian iayanan rujukan yang
ak-r.ntabel dan transparan;

2. Penentuar:r kelayakan {elijibilitas) penerima
bantuan diLakukan dengan transparan dan
netralitas;

8. Evaluasi kir-rerja pelaksar r a 1. Laporan evaluasi kinerj pelaksanaan
kegiatan Pemberian Layanan rujukan
disarnpaikan secara beijenjang rnuiai dari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas:

2. Secara berkala setiap 2 (ciua) kali dalam 1

{satui tahun marrpun apabila diperlukan
sewaktu-waktu.

3. Laporan evaLuasi kinerja Pemberian layanan
ruju,kan disampaikan secara berjenjang
muiai dari Peksos yang mernbidangi hii:gga
Kepatra Dinas;

DINAS SOSIAL

S'IIYARINI

WUNOGIRI



MPli?Alr 7
EPUTUSAN KEPAI,A DINAS

SO SIAL I{ABUPAIEN WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2023

ENTA};G STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN IZIN PENGANGKATAN ANAK {ADOPSI }

DINAS SOSIAL KABUPATEN IUONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYANIPAIAN PELAYANAN
1
_t. Persyaratan

merniliki satu anak
7 " *dt*mperaleh persetr:jr:,ae anak d.an izirr

tertr:lis *rtu I s.*1i arrak
8. Fernyataar-:. bahwa peagangkatan anak

uatuk kepentingan terbaik a-nak,
kejeliteraan dan perlindungal anak

q- E ap*ra* Scsi.el deri Pekerja Scsia-tr

lil. ?e9afu rBelrga$uh pati*g *ingkat 6 bulaa
11-. Memperoleh iain dari Metteri dan/ atau

instansi s*sial
$yarat Administratif :
1. Legalisir KTP darr KK ortr.r kandungl wali

CAA
2. Legalisir surat ketera:egan sehat dari

Rumah Sakit Perrerintah
3. Legalisir surat keteraegan Kesehatan Jiwa

dari Dokter Spsesialis Jiwa dasi Rurnah
Sakit Peffierirrtnit
Legatisk copy Akta Kel*hiran COTA
Legatisir SKCK dari Kepolisian { Palres i
l,egalisir Surat Nikahl Akta Perkawinan
CGTA
Legalisir KK dan KTP COTA
Legaiisir Akte Kelahiran CAA
Asli Surat Perrryataan Persetujuan CAA di
atas di atas kertas bermaterai cukup bagi
anak yarrg telah marnpu menJrampaikan
pendapatnya dar.l atau hasil laporan
Pekerja Sosial

10. Asii Surat lzin dari ortu kandung /wahl
kera-Lrat CAA di atas kertas krermaterai

11. Asli surat pernyataan tertulis di atas kertas
tlermaterai cukup yang menyatakan bahwa
pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak

12.As1i surat pernyataan ciari COTA secara
tertulis dia tas kertas bermaterai

==;kuF*ahea-a d*.Lan:n*n a*.a:ah *41: dan
sesu+i fakta =*be;:arcl.ve

4"
5.
6.

7.
8.
L



13. Asli surat pe rnvataan tertutris di atas kertas
bermaterai cukup bahw'a COTA akan
memperlakukan anak angkat dan anak
kandung iar;pa diskriminasi sesuai dengan
hak-hak dal kebutuhan anak

i4. Asii surat peruvataan tertulis di atas ke.rtas
bermaterai cukup bahrva COTA akan
rnemberitah'.rkan kepada anak angkatri,l a
tentang asal usr-rtrnya dengan
memperhatikan kesiapan anak

15. Asli suratf }-lerita Acara Pen3ierahan Anak
_yang diketahui oieh Kepala Desa dan Kepala
Instansi Sos;a1 setempat

16. Asli surat rel<omendasi dari Kepala Instansi
Sosial i{abui;aten/ Kota

17. SK dari Kepi:-ia Instansi Sosial Provinsi
Syarat Anak Yang Diangkat :

1. Belurn berusra 18 tahun

tahun, sepanjang ada aiasan yang
mendesak

- Anak berusia 12 s"d
tahun, sepanjang
perlindungan khusus

2. Merupakan ar'ak
ditelantarkan

3. tserada dalarn asuhan keLr-rarga atau Calam
iembaga pengasuhan anak

4. fulemerlukan periindungan khusus

- Anak belum berusia
prioritas utama

- Arrak berusia 6 s.d

6 tahi-ln menjadi

belum berusia L2

belum ben.lsia 18
anak memerlukan

terlantar atau

o Sistem, mekanisme, dan
prosedur

COTA melakukan konsultasi terkait
persyaratan Uin pengangkata-n anak ke
Dinas Sosial.
COTA memeulenuhi herkas persyaratan
dan mengumpulkan kemba-li ke Dinas
Sosial
Petr.rgas memverifi.kasi kelengkapan berkas
persyaratan
Apabila telah lengkap dan memenuhi
persyaratan Tirn dari Dinas Sosial akan
melakukan Home visit ke ternpat tinggal
COTA, CAA dan Ortu Kandung CAA
Dibuatkan Laporan Sosial berdasarkan
hasil Homevisit untuk menentukan
kelayakan COTA
Rekomendasi, Lapsos dan Pengiriman
Berkas ke Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah (mengantri untuk menunggu sidang
PIPA}

.)
a). Janqka r,vaktu peiayanatr 1 s.d 2 bulan { lrari kerja }

4. Biaya/tariff Gratis
5. Prodr.rk pela-vanan Rekomendasi dari Ka" Dinas Sosial dan taporan

S*sial <i*ri Fekerja G+siai sebagai dasar ar::rtuk
reeitgir:intkan bcrk-ae p+E?gajuan i;ln aci+psi
C#T'A gu=Ela ra:+r:gik'-tii sldaeg FIFA q

Fermohonan triin F*ncsngkaian Anek i



6. Penanganan pengaduan.
saran dan
masukan I apresiasi

Layanan pengaduan langsung dan online

PEN GELOLAAN PEI,AYANAT\
1. Dasar hukum Undang-Undang Dasar L945

Undalg-Undang Nomor 11 tahun 2OAg
tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2AO2
tentang Perlindungan Anak sekragaimana
diuhah dalam Undang-Undang nornor 35
tahun 2A14 tentang Peruhahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2AO2
tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 361 1990
tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 54 / 2AAT
tentang Pengangkatan Anak
Peraturan klenteri Sosial Nomor 110/ 2AA9
tentalg Persyaratan Pengangkatan Anak
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21/ 2013
tentang Pengasuhan Anak

1

2

2. Sarana dan prasarana,
danf atau fasilitas

1. Seperangkat Laptopl PC

2. Jaringal telepon dan internet
3. Ruangan dan kursi untuk menerima

ksnsuitasi
4. Kendaraar. Dinas untuk melakukan home

r,,isit

J. Kompetensi peiaksana Peker-ia Sosial Profesional
4. Perrga'"l asan internal Pengawasan internal dilakukan melalui

supervisi langsung secara berjenjang mulai dari
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Pekeria Sosial

5. Jumiah pelaksana 2 oraruq
6. Jaminan pelal.anan Masyarakatfpengguna layanan merasa puas

atas pelayallan yang diberikan
7. Jarninan keamanan dan:

keselamatan pelayanan
Pelayanan kepada masyarakat dilakukan
secara transparan dan dapat
dipertanggungjawakrkan berdasarkan
peraturan \rElrlg berlaku

8" Evaluasi kinerja pelaksana Laporan evaluasi pelaksanaal tugas dan fungsi
disampaikan kepada atasan langsung atau.
sekretaris dinas secara berkala

I]INAS SOSIAL
N WO1\OGIRI

LISTIYARINI



I,AMPIRA}.I 8
KEPUT{T SAN I(EPALA DINAS
SO SIAI. KABUPATEN WONOGIRI
NOfuIOR 23 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
PENGIRIMAN ANAK TERLANTAR KE PANTI SOSIAL

DINAS SOSIAL KABUPATEN UIONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan 1- Persyaratan Teknis

a- Calon penerima manfaat adalah seora.ng
anak yang berjenis kelamin laki-laki atau
perernpuan yal}g mengalami
permasalahan putus sekolah berusia
antara 14 - 18 Tahun;

b. Belum menikah;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d" Mampu didik dan mampu latih;
e. Tidak sedang Lrerhadapan dengan

hukum;
f. Bersedia diasrarnakan.

2. Persyaratal Administrasi
Rujukan dari Dinas Sosial/ Masyarakat/
Keluarga/Serah diri dengan membawa :

a- Fotocopy Akte Kelahiran;
tr. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

bagi yang sudah memiliki;
c. Fotocopy Kartu Keiuarga (KK)
d. Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM)+Kelakuan baik;
e. Surat Rekomendasi dari Kelurahanl

Dinas Sosial Kabupaten I Kota

Penerima rrranfaat yang telah ditetapkan dar:
telah diverffikasi TKSK dan Pendamping PKH

2. Sistem, mekanisme, clan
pr<lsedur

Calon penerima manfaat datang sendiri atau
didampingi oleh penaflggLrngiawatr
(keltrarga f masyarak at f ap ar at
desa/1ura-trr/kecarnatan) ke Dinas Sosial
Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan
diri sebagai calon penerirna manfaat;
Petugasf Peksos menyerahkan formulir
perrdaftarane setreksi kepada calon penerirna
manfaat danlatau penanggung jawab;
Calon penerima manfaat danf atau
penaflggu.ngiawab nnenerima formulir
pendaftaran seleksi, kemudian di isi sesuai
dengan petunjuk pengisian;
Calon penerima manfaat danf atau

1l.

2.

r,) .

A

penanggungiawab
kelengkapan herkes

menyerahkan
persyaratan

adrninistrasi kepada petugas/ peksos;
5. F*irigas meclerima i:erka+, k+mudis-r:

m==eliii kelengkapan'+erk.=s Fers-:y.arata::.
ad.r:rlireistraei **lcn Be-erirraa i:nareiaet;



Petugasl Peksos melaksanakan wawancara
kepada catrorr penerinta manfaat dan
penanggung jawab
(keluarga/ masyarak at I apar at
desal lurah/ kecam atan;
Petugas/Peksos menganalisa data dan
menenh.rkan keiayakan calon penerima
rnarrfaat;
PetugaslPeksos menginformasikan dan
melaporkan krasil seleksi calon penerirrra
manfaat Kepala Dinas Sosiai Kabupaten
Wonogiri. Bagi calon penerima manfaat yang
ffremenuhi kriteria dihuatkan pengantar dari
Dinas Sosiat Kabupaten Wonogiri,
sedangkan calon penerirna manfaat yang
tidak rnemenuhi kriteria akan cli rujuk ke
lembaga. peiayanan lainnya;
Petugas/Peksos mengantarkan calon
penerima manfaat ke Panti Pelayanan Sosial
Anak tujuan calon PM daiam menerima
bimbingan dan pelatihan ketrampi.lan;

{ Jangka waktu pelayanan Jangka rvaktu yaflg diperlukan dalam proses
pelayalan penerimaan ca-Lon penerima manfaat
adalah 2 [dua) iam.

4" Biay-a/tarif Tidak dipungut biaya/tarif.

Prociuk peiavanan Surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten
Wonogiri

6. Penanganan pengaduan,
saran dan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1" Kotak SaranfPengaduan
2. SP4N LAPOR
3. Face book @ Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri
4. Instagrarn @dinsos-wonogiri
5. Telepon/Fax to273l 32 10 18

PENGELOLAAN PELAYANAI'{
1. Dasar hukum Undang-Undang Nortror 10 Tahun 1950

tentangPembentukan Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun ZAO9
tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Llndang Nomor 5 Tahun 2OAg
tentar:rg Pelayanan Pubiik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AL+
tentalg Perliadungan Anak;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
201Ztentang
Kesej ahte r aairl Sosial ;

Penl,ele nggaraan

Peratr.rran Pemerintah Nomor 96 Tahun
2A12 tentang Felaksalaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik;
Peraturare Pernerintah Nornor 18 Takrrin
2il15 tentang Pere.ngkat Daerah;
F+s:attira:l Pere+i-i::tai: F{+rn+:- 2 ?ah;-in 2+iI
tentang Stand.ar P*Ia'tatts-n Minirnai;

9.

1
I.

2.

4

6.



10.

11.

12"

1J

15.

15

L7

18

19

Peraturan *aerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor Tahun 2015 tentang

Pengasuhart Anak;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun

2A72 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber KesejahteraarL Sosial;
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun
2A14 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahlun
2016 tentang Standar Nasional Lembaga
Kesej ahte r aarl So sial;
Peraturan Menteri PAN-Rts Nomor L4
Tahun2017 tentang Pedoman PenSusunan
Survei Kepuasan Masyarakat;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
ZALT tentang Standar Rehabilitasi Sosiai
denganPendekatan Profe si Pekerj aan Sosial;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun
2A!7 tentang Standar Nasionai Sumber
Daya Marrusia PenSrelepggara

20
Ke sej ahteraalL So sial;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun
2O1B tentang Standar Teknis Peiayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di
Daerah Kabupate n f l/:ata;
Peraturan Gubernur Jarna Tengah Nomor
63 Tahun 2OL6 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Sosial R'ovinsi Jawa Tengah;
Peraturar:. Gubernur Jawa Tengah Nomor
31 Tahun 2A78 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Sosia-l Provinsi Janva Tengah.

Z T,

22.

2_ Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Alat Tu1is Kantor;
2. Komputer dal printer;
3. Alat dokumentasi;
4. Ruang seleksi & penerimaan beserta

perlengkapannya;
5" Saranatralspcrtasi.

.,
!). Kompetensi peiaksana 1". Pendidikan minimal SMA sederaiat dan

sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerjaan
Sosiall

2. E{eraahartti reguiasi tentang standar
pe?a3,'ana:: kes*je&.teraan sosial anak;

3. l*{amp:; I-E?engoElrasikan kcl:tputer;



4. Mampu berkomunikasi dan menjalin reiasi
dengan baik;

5. Mampu rnen1rusun instrumen seleksi dan
pedoman wawair'Lcatta;'

6. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas
persyaratan administrasi;

7. Mampu melakukan wal,Eau.cara;
L Mampu menganalisis dan menentukan

kelayakan calon penerima manfaat;
9" Mampu men]'tlsun laporan hasil kegiatan

penerimaan.
4. Pengawasan internal 1. Ditraksalakan secara berjenjang mulai dari

Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas;

2. Sistem peLaporan kegiatan penerimaan
anak putus sekolah dilaksanakan 2 (dua)
kali daiam 1 (satu) tahun.

3. Pengawasan internal dilaksanakan secara
berjenjang oleh Peksos yang membidangi
dan Kepa1a Dinas;

5. Jumlah pelaksana Maksir-nal 2 (duirj orans,
6. .,raminan peiayanan 1. Pelayanan penerimaan anak putus sekolah

di.iaksanaka:r sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan florma
waktu yarrg telah ditetapkan;

2. Pel;errtual kelayakan penerima manfaat
yang diterima berdasarkan padakriteria
yang telah ditetapkan.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan peiayanan

1. Pelayanart penerimaan anak putus sekoiah
yang akuntabel dan trartsparan;

2. PelaS.anan penerirnaan anak putus sekolah
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
pekerjaan sosiatr;

3. Penentuan kelayakan ielijibilitas) penerima
manfaat yang diterima dilakukan dengan
transparan dan netralitas;

4. Data Can informasi penerima manfaat
terj aga kerahasiannya"

L Evaiuasi kinerja pelaksana 1, Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan penerimaal anak putus sekolah
disampaikan secara berjenjang muiai dari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas.

2. Seeara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1

{satu} tahun malrpuft apabila diperlukan
sewaktu-rvaktu.

3. Laporan evaluasi kinerja penerimaan anak
putus sekoiah disampaikan secara
trerjenjang mr.rlai dari Peksos yang
rnembidangi hingga Kepala Dinas.

DINAS SOS1AL
Id WONOGIRI

E-iSTIYARIHI



LAMPIRAN 9
KEPUTL,ISAN KEPALA DINAS
SOSIAT KABUPATEN WCNOGIRI
NOMO]-',, 23 TAHUN 2023
.TENTAI'iC 

STA}.J DAR PELAYANA}I

STANDAR PELAYAN^AN
PERMOH OITIAN INFOR.MASI PUBLIK

DINAS SOSI^A,L KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELA\'ANA};
1. Persyaratan 1. Isian form permohonan informasi

2. Fotokopi KTP
Jika Pernohon Informasi adaiah sebuah
lernbaga/ organi sas i, maka har-us melampirkan :

1. AD ART Organisasi
2. Pengesahan badan hukurn lembaga,
3. SK kepengrrru.san dan
4" Identitas {KTA) atas narna pemohon

Informasi.
2. Sistem, mekanisme, darr

prosedur
Pemohon rnenyarnpaikan permohonan
inforrnasi yang dibutuhkan haik secara
langsung dan tidak langsung,
Petugas menerima permohcnan dan
rnelakukan peft gecekat kelengkapan berkas.
Petugas rnelakukan registrasi berkas
permohonan infcrmasi publik. Jika dokumen
/ informasi yang diminta telah termasr:k
dalam DIP dan dimiiiki oleh meja informasi
atau sudah terdapat di website PPID, maka
larrgsung diberikan kepada pernohon
informasi, atau bisa langsung diunduh oleh
pernohon inforrnasi" Jika
informasi/dokumentasi yarlg dirninta belum
termasuk daiam DIP, maka berkas
perrnohonan disarnpaikan kepada PPID
Pelaksana Dinas Sosial.
PPID Pelaksana Dinas Sosial melakukan
telaah terhadap permohonan infoi-rnasi,
apabiia truka:r tergoiong informasi yang
dikect-ralikan/bersifat rahasia maka
disiapkan berkas informasi yang di
butuhkan.
Memberikan informasi atau dokumen yang
diminta oleh pernohan inforrnasi yang telah
menandatangani tanda bukti penerimaan
inforrnasi atau dokumen.

.). Jangka waktu pelayanan 1O (sepuluhi hari kerja sejak permohonan
Inforrnasi diterirna oleh PPID.

4. Biar,'altarif Tidak ciirrunqut biava /sratis.
5. Produk pelal.anan Inforrnasi Publik
6 Penanganan pengaduan.

sarar:. dan
masukanlapresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kctak SaranlPengaCuan
2" SP4N LAPOR
3. Faee kr*ak@ trinas Sasial Kafoupaten Wonogiri
4" Iz:siagr"ann @dirtsos rra:=+giri
5. ?elepan/Fax iC273\ 32i*i8

1.

+.



PtrN GELO LAAN PELAYA}'IA};
1.

2.

4
J.

4,

5.

6.

7"

Und.ang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pernbentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Berita Negara Reputrlik
Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang l\ornor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a3);
Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2OOB

tentang Keterbukaan Informasi Puhiik
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 6L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg

tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg
Nomor 112, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia. Nornor a846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahal Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nontor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undalg-Undang Nomor 23 Tahun zOL+
tentang Pernerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu.n 2AI5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679J;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2OOg tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 74O,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nornor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun
20 10 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
ln-formasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta1lurr 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2Al7 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah:

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2*21 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

1*- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
I{omar 1 Tahiun 2G14 tentang lieterbukaan
I*farmasi Publik fl.embaran Daerah



Kabupaten Wonogiri Tahun 2Ol+ I{ornor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 13O);

11. Peraturafl Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabtlpaten Wonogiri (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2AL5
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

12. Peraturan BupatiWorrogiri Nomor 57 Tahun
2A21 tentang Pengelotraan dan Pelayanan
Inforrnasi dan Dokumentasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tatrun 2A2l Ncmor 59);

2. Sarana dan prasarana,
dani atau fasiiitas

1. Forrn perrnohonat inforrrrasi
2. Buku tamu
3. Seperangkat PC
4" Jaringan telepon dan internet
5. ID Card Petugas
5. Krrrsi dan sarana tunggu lain

-.). Kornpetensi peiaksana 1. Lulusan SMA/S1
2. Merniliki pengetahuan dan pengaiarnan

terkait pelayanan informasi.
3. Mempunyai kemarnpan dalam menerima

dan komunikasi verlral yaflg baik.
4" Ramah Can sopall.

4 Pengaurasan internai Pengawasan internal ini lebih berorientasi pada
preventif, tidak semata pada kuratif atau
r:enindakan"

5. Jumiah pelaksana 16 Orans.
6. .iaminan pelayanan TeriaSraniny-a permohona-n informasi pub'lik

sesuai dengan Undang-Undang Nomor L4
Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Inforrnasi
Pub,lik.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan peiayanan

Tersedianya:
1. Petugas Keamanan.
2. Petugas Pelayanan Informasi.
3. Sarana dan Prasaranam yang digunakan

dala-rr rangka pelayanan tidak
memb ahayana penggLrna Lay anan.
Ruang pelayanan yaxg bersih dan rapi
Sarana obat PSK.
Sarana peralatan APAR {Alat Pemadam
Kebakaran)
Adarrya pemasangan CCTV
Sarana Parkir
Tersedianva ialur er.akuasi dan titik kumpul.

+"
5"
6.

7.
8.
9.

a Eva-Luasi kinerj a pelaksana El,allsi ki.nerja dilaksanakan setiap tahun
dilakukan inovasi sesuai dengan
perkernbangan teknoiogi untuk meningkatkan
kua-li anan informasi kepada pubiik"
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LAMPIRAN 10
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYAITAN
PENGAI}UAN MASYARAI{A?

DINAS SOSIAL KABUPATEI{ UIONOGIRI

KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANA}I
1. Pers--raratan 1. Foto kopi KTPI Identitas Diri (secara tatap

mukai
2. Scan Foto kopi KTP {secara online)
3. I$o telpon identitas Pengadu
4. For*rn Pengaduan h{asyarakat

2. Sistem. mekanisme, dati
prosedur

Petugas layanan &{enerima aduan,
mengeidentifikasi aduan dan
mendokumentasikan atau meregister {baik
secara *sdirre rff.aTrpurr secara tatap muka).
Pettrgas tra3ralta* merneriksa adr:ant yang
telah tercatatf terregist*r.
Petugas layanar:. melaparkan aduatr kepada
KasilKoordinator atau Peny*luh Sosial
ses*ai dertga:r bidang adu,aa.
Ka.si/K**rdiaat+r at*rr Penprlufu Sosial
meaerima, mencatat, rn*ngidentifikasi dan
rnenganalisis permasalaha:r yalg dihadapi
pelapor kemudian merry-trsl*n draf jawaban
adua:t.
Ketua ?im Aduaft siesleriksa draf jawaban
iae.rnberikan kcreksi, disposisi serta
persetujeran.
Petugas lrien3-ampaikan aduan yang teiah di
iartggapi {sec*ra onliee maupun tatap
*tr.:kal

4o. Jangka waktu pelayanan 1-1+ Fiari kerja meflyesuaikan sesuai dengan
tiagkat kesulit*r: adua:"r dan pe*aintaa:l
informasi.

4" Biar.a/tarif TiCak dipunsul bia-va/ g::atis.
5. Produk trela1'an't' Peiayanan Pengaduan
6. Penanga nail pengaduari,

saran dan
masukari/ apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2" SP4N LAPOR
3. Face book

@Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri)
4. Instagram @dinsos_wonogiri)
5. Telepon/Fax {A2731 32 1018

PE I\I G E LO L.LA-I{ PELAYANAN
1. Dasar hukum 1- Undang-Undang Nornor 37 TaFrun 2008

tentang Ornhudsrnan Republik indonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrr*rn 2008 Nornor 139, Tarnbaharr

1.

Z.

4.

6.



2.

J.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

NomorUndang-Undang
25 Tatrun 2AA9 Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tamtrahan
Lembarart Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OI4
Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5587),
sebagairnana telah diuhah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Femerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67571;

4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAg
tentang Peiayanan Fublik {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolan
Pengaduan Pelayanan Publik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 i 3
Nornor L9L\;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2A7+ tentang Staldar
Pelayanan;
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 13 Tahun 2A76 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran
Daerah Kahupaten Wonogiri Tahun 2A16
Nom+r 22, ?ambahan Lembaran Daerah
Katrupaten Wonogiri Nomor 156);
Peraturarr Bupati Wcnogiri Nomor 91
Tahun 2AL6 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan, Fungsi Dinas Sosial Kabupaten

7.

8.

1. Alat tulis kantor.
2. KamputerlNotebook.
3. Printer, Scanner.
4. Telepon, Mesin faksirniie.
5. k'rternet.
6. Kctak sarErrf,

Sara-na dan prasaranal
dan/atau fasilitas

Kompetensi peiaksana 1. Lr.rlusan SMA/SI
2- Merniliki pengetahuan dam pengalarnan

terkait pelayarian pengaduall.
3. Mempunyai kemampan dalam menerima dan

komunikasi verbal yang htaik.



4. Ramah dan sopan.

4. Pengau.,asan internal 1. Dilaksanakair. secara berjenjang mulat dari
Kasuhag Unrum dan kepegar,l'aian hingga
Kepaia Dinas Sosial;

2- Sistern pelaporan pengelolaan pengaduan
clilaksanakarr setiap 3 (Tiga) Bqle45g5eli -

5. Jumlah pelaksana 3 Orang

6. Jaminan pelavanan Pelar.-vanan pengaduan diiaksanakan sesuai
denga SOP dan norma r,vaktu )rarrg diten:-ukan.

7. Jaminan keamanan dar
keselamatan pelalranan

1. Data dan informasi penerima manfaat terjaga
kerahasiannya.

2. Pengaduan yang masuk akan dilayani sesuai
dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

L Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan
dikakukan setiap 5 (enam) bulan

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara
berjenjang"

/,ffi DINAS SOSIAI.
WONOGIRI


